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ABSTRAK

ROSIDAH  APRIANTI SAAD (P3600216032) “ANALISIS
TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH SEBAGIAN YANG DIBUAT
SEBELUM MELAKUKAN PEMECAHAN/PEMISAHAN SERTIPIKAT
INDUK” dibimbing oleh Bapak Aminuddin Salle selaku Pembimbing | dan
Ibu Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing II.

Adanya Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013, mewajibkan PPAT/s
dalam hal terjadi peralihan hak sebagian bidang tanah, terlebih dahulu
dilakukan pemecahan/pemisahan sertipikat atas nama sendiri, untuk
selanjutnya di buatkan akta jual beli.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum Akta
jual dan Untuk mengetahui implikasi hukum yang terjadi terhadap akta jual
beli yang dibuat sebelum melakukan pemecahan/pemisahan menurut
Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013. Penelitian ini
menggunakan penelitian Empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Kota
Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Maros.

Hasil penelitian ditemukan bahwa pada umumnya kepastian hukum
Akta jual beli tanah sebagian sebelum melakukan pemecahan/pemisahan
sertipikat induk, secara formalitas akta tersebut tetap akta otentik dan
pelaksanaan pendaftaran tanahnya dapat tetap diproses di Kantor
Pertanahan. Akibat yang timbul terhadap akta jual beli tanah sebagian
yang belum dilakukan pemecahan/pemisahan vyaitu Tidak adanya
kepastian luas dalam akta tersebut. Sehingga dapat menimbulkan
ketidakjelasan luas tanah yang dimiliki. Dengan demikian Akta tersebut
dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah
tangan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-
undang dan atau peraturan-peraturan lain.

Kata Kunci: Akta PPAT, Kepastian Hukum, Implikasi Hukum
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ABSTRACT

ROSIDAH APRIANTI SAAD (P3600216032), Analysis of Sales Deed of
Partial Land Made Before the Division/Separation of Master Certificate,
supervised by Aminuddin Salle and Sri Susyanti Nur.

The existance of Article 7 Paragraph (4) of the Regulation of the
Head of the National Land Agency (BPN) of the Republic of Indonesia
Number 2 of 2013 requires Land Deed Official (PPAT/s) in the event of a
partial transfer of rights to land, firstly the divison/separation of certificates
Is carried out in its own name, then a deed of sale is made.

This study aimed to determine the legal certainty of the sale deed
and to find out the legal implications that occur againts the sales deed
made before the division/separation according to the Regulation of the
Head of the National Land Agency (BPN) of the Republic of Indonesia
Number 2 of 2013.

This study was empirical research. The location of the study was
conducted in Makassar City, Gowa Regency, and Maros Regency.

The result of the study indicate that in general the legal certainty of
the sales Deed of partial land made prior to dividing/separating the master
certificate, formally the deed remained an authentic deed and the carrying
out of land registration could still be processed at the Land Office.
Consequenses arising from the sales deed of partial land that has not yet
been divided/separated, namely there is no certainty on the wide in the
deed. So that it can cause uncertainty over the wide of land owned.
Therefore, the deed can be degraded its proof power becomes a private
deed because it does not meet the requirements specified by law and or
other regulations.

Keywords : Deed of Land Deed Official (PPAT), Legal Certainty, Legal
Implications
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia karena
tanah mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan sebagai
capital asset. Sebagai social asset, tanah merupakan sarana pengikat
kesatuan sosial dikalangan masyarakat indonesia. Sebagai capital asset,
tanah telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting. Di satu
sisi tanah harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan di sisi lain harus dijaga
kelestariannya.

Oleh karena itu semakin terbatasnya persediaan tanah dan semakin
meningkatnya kebutuhan akan tanah, maka sesuai dengan hukum
permintaan dan penawaran, hal ini berdampak besar terhadap semakin
meningkatnya nilai atau harga tanah. Hal ini akan meningkatkan potensi
untuk timbulnya sengketa pertanahan ataupun konflik-konflik yang
berhubungan dengan atau yang disebabkan oleh tanah. Karenanya
dibutuhkan suatu perngakat hukum dan sistem administrasi pertanahan
yang teratur dan tertata rapi untuk menghilangkan atau paling tidak
mengurangi kemungkinan terjadinya konflik-konflik atau sengketa yang

berhubungan dengan tanah, sehingga dapat memberikan jaminan dan

- untuk memberikan perlindungan terhadap pemilik tanah serta
il ODF | engatur kepemilikan, peralihan dan peruntukan tanah secara adil

yeluruh.
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Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disingkat dengan
UUPA, pengertian jual beli tanah bukan lagi suatu perjanjian seperti
dalam Pasal 1457 Burgelijk Wetboek, melainkan perbuatan hukum
terhadap peralihan hak atas tanah. Pasal 20 ayat (2) UUPA ditentukan
bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan. Beralih maksudnya terjadi
bukan karena suatu perbuatan hukum (kesengajaan) melainkan karena
peristiwa hukum (bukan kesengajaan), misalnya diwariskan. Sedangkan
dialihkan menunjukkan adanya kesengajaan sehingga terdapat suatu
perbuatan hukum terhadap hak milik tersebut. Pemilikan yang dialihkan
adalah suatu peralihan pemilikan tanah dan bangunan yang dilakukan
dengan sengaja supaya pemilikan atas tanah dan bangunan terlepas
dari pemegang haknya yang semula, dan menjadi pihak lain. Oleh
karena itu, dapat dikatakan bahwa peralihan pemilikan hak dapat terjadi
melalui suatu perbuatan hukum tertentu misalnya hibah, jual beli, tukar-
menukar.

Tanah dan bangunan dapat beralih dari pemiliknya kepada pihak
lain yang menginginkan tanah dan bangunan tersebut, peralihan
pemilikan tanah dan bangunan berkaitan erat dengan ketentuan hukum
untuk memberikan kepastian hak bagi seseorang yang memperoleh

tanah dan bangunan.? Hubungan hukum antara orang dan tanah

| 1D ' | Rashid. 1986. Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-

nya), Jakarta. Ghalia Indonesia. hal.48.

. 2000. Pedoman Jual Beli Tanah Peralihan Hak dan Sertipikat, Universitas
. hal. 127.
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mempunyai suatu jaminan dan kepastian hukum ketika pemegang hak
mempunyai tanda bukti hak yang diakui oleh negara. Oleh karena itu,
untuk mendapatkan tanda bukti ini pemegang hak harus mendaftarkan
haknya kepada instansi yang ditunjuk untuk mengeluarkan tanda bukti
tersebut berupa sertipikat, karena di dalam melakukan proses peralihan
hak salah satu syarat dokumen yang harus ada yaitu sertipikat asli.

Peralihan hak atas tanah juga diatur dalam Peraturan Pelaksanaan
dari UUPA, yaitu Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatakan bahwa
setiap peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual beli, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah atau disingkat juga dengan PPAT. Berarti
dengan kata lain, PPAT merupakan perpanjangan tangan dari Kantor
Pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional atau disingkat dengan BPN menurut
Pasal 1 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen
yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. Kantor Pertanahan

merupakan unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah kabupaten

tamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan

araan daftar umum pendaftaran tanah.
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Mengenai keharusan jual beli tanah dihadapan PPAT, maka telah
diterbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanabh.
Penerbitan peraturan tersebut dilakukan dalam rangka program
pelayanan masyarakat dalam pembuatan akta PPAT. Pada Pasal 1
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menerangkan
bahwa PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan
untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Jual
beli tanah merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-
hari di masyarakat. Jual beli hak atas tanah merupakan proses
peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu. Jual beli ini
didasarkan pada hukum Adat, dan harus memenuhi syarat-syarat
seperti: terang, tunai dan rill. Terang artinya di lak ukan di hadapan
Pejabat Umum yang berwenang, Tunai artinya di bayarkan secara
tunai, dan Rill artinya jual beli dilakukan secara nyata. Jadi, apabila
harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli

sebagaimana dimaksud. Untuk membeli tanah sebagian ini, ada dua

ng bisa ditempuh oleh para pihak untuk melakukan jual beli.
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Cara pertama adalah dengan memecah terlebih dahulu sertipikat
tersebut kemudian dilakukan jual beli di hadapan PPAT.

Pemecahan dilakukan berdasarkan Pernyataan Pemecahan atas
Nama Diri Sendiri oleh pemilik yang disertai alasan pemecahan tersebut,
misalnya untuk dialihkan kepada pihak lain secara sebagian-sebagian
atau dengan alasan akan dibagi menurut jumlah pemilik. (Dalam hal tanah
warisan). Sementara sertipikat sedang pengurusan pemecahan di BPN,
maka antara penjual dan pembeli bisa dibuat Pengikatan Jual Beli (PJB),
yang memuat Pasal bahwa AJB akan dilaksanakan pada saat pemecahan
sertipikat sudah selesai. Pembayaran harga bisa dilunasi pada saat
penandatanganan PJB atau bisa juga dilunasi pada saat
penandatanganan AJB.

Cara kedua adalah dengan membuat Akta Jual Beli (AJB) atas
sebagaian tanah. Sehingga harga-harga pembayaran harga tanah sudah
selesai pada saat penandatanganan AJB. Berdasarkan AJB sebagian ini
sertipikat bisa diajukan pemecahan yang mana pemohon atas pemecahan
sertipikat ini adalah langsung pembeli karena haknya sudah berpindah.

Dengan terbitnya Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2013,
dalam Pasal 17 ayat (4) berbunyi bahwa “dalam hal terjadi peralihan hak
sebagian bidang tanah, terlebih dahulu dilakukan pemecahan/pemisahan

sertipikat atas nama sendiri, untuk selanjutnya dibuat Akta oleh Pejabat

t Akta Tanah, maka setelah diterbitkannya peraturan tersebut,

Pembuat Akta Tanah tidak boleh lagi membuat Akta Jual Beli
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sebagian, namun dalam kenyataannya masih ada Pejabat Pembuat Akta
Tanah dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) masih
melakukan hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum Akta jual beli yang di buat dihadapan
PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terhadap tanah bersertipikat
yang belum dilakukan pemecahan/pemisahan hak atas tanah ?

2. Apa implikasi hukum yang terjadi terhadap akta jual beli yang
dibuat sebelum melakukan pemecahan/pemisahan sertipikat induk
menurut Peratuaran Kepala BPN Rl Nomor 2 Tahun 2013 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kepastian hukum Akta jual beli
yang di buat PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) terhadap tanah
bersertipikat yang belum dilakukan pemecahan/pemisahan hak
atas tanah.

2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi hukum yang terjadi
terhadap akta jual beli yang dibuat sebelum melakukan
pemecahan/pemisahan sertipikat induk menurut Peratuaran Kepala

BPN RI Nomor 2 Tahun 2013.
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D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
bahan/referensi bagi mahasiswa yang tertarik untuk menulis dan
mengkajib lebih lanjut mengenai akta jual beli tanah yang dibuat
sebelum melakukan pemecahan/pemisahan ditinjau dari peraturan
kepala bpn ri nomor 2 tahun 2013.

2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan kepada praktisi hokum tentang akta jual beli tanah
yang dibuat sebelum melakukan pemecahan/pemisahan ditinjau
dari peraturan kepala bpn ri nomor 2 tahun 2013, sehingga dapat
meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan ketelitian dalam
pembuatan akta.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan Informasi dan penelusuran kepustakaan di perpustakaan
Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang dilakukan penulis
terkait dengan akta jual beli tanah yang dibuat sebelum melakukan
pemecahan/pemisahan ditinjau dari peraturan Kepala BPN Rl Nomor 2
Tahun 2013 belum ada yang membahasnya, sehingga Tesis ini dapat di
pertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya, tetapi ada beberapa
penelitian yang berkaitan dengan jual beli tanah yang dibuat di hadapan

maupun tidak dihadapan PPAT antara lain yaitu :

usnul Munfarid, dari fakultas Hukum Universitas Brawijaya

engan Judul Tesis “Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah Yang Tidak
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Dilakukan Di Hadapan Ppat Terhadap Proses Pendaftaran Dan
Peralihan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan
No.18/Pdt.G/2012/PN.Lmg)”, disusun pada tahun 2014. Adapun
rumusan masalahnya yaitu Bagaimana implikasi yuridis jual beli
tanah yang tidak dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) terhadap proses pendaftaran dan peralihan hak atas
tanah analisis Putusan No. 18/Pdt.G/2012/PN.Lmg dan Bagaimana
penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dalam hal jual beli
tanah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) sehingga dapat dilakukan pendaftaran dan peralihan
hak atas tanah. Kesimpulan dari penelitian ini Bahwa implikasi
yuridis jual beli tanah yang tidak dilakukan di hadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap proses pendaftaran dan
peralihan hak atas tanah analisis Putusan No.
18/Pdt.G/2012/PN.Lmg adalah perbuatan hukum jual beli tanah
tersebut tidak dapat di catatkan atau didaftarkan peralihanya
dikantor pertanahan sperti yang terjdi dalam perkara No.
18/Pdt.G/2012/PN.Lmg. Agar perbuatan hukum jual beli tanah
yang tidak dilakukan di hadan PPAT dapat dilakukan pendaftaran
dan peralihan hak atas tanah maka diperlukan pembuatan akta jual

beli tanah dihadapan PPAT. Apabila penjual tidak bersedia atau

jak diketahui keberadaanya maka pembelidapat mengajukan

Igatan perdata di pengadilan sperti dalam perkara di Pengadilan
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Negeri Lamongan yang telah diputus oleh hakim dengan Putusan

No. 18/Pdt.G/2012/PN.Lmg.

Sumaryono, dari Program Magister Kenotariatan, Fakutas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Tesis “Jual Beli
Tanah Yang Dilakukan Tanpa Akta Jual Beli Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), (Analisis Kasus Perkara Nomor

220/Pdt.G/2006/Pn.Bks), Disusun Tahun 2009.

ror
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

B. Tinjauan Umum Jual Beli Tanah
1. Jual Beli Secara Umum

Menurut Hukum Perdata Jual Beli adalah salah satu macam
perjanjian/perikatan yang termuat dalam Buku Il Burgelijk Weatboek
tentang Perikatan. Dalam hal jual beli tanah dari bunyi Pasal 1457: “
Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak
lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Berdasarkan pengertian dalam Pasal 1457 Burgelijk Weatboek,
jual beli termasuk perjanjian. Adapun syarat sahnya perjanjian sesuai
Pasal 1320 Burgelijk Weatboek, adalah adanya kesepakatan mereka
yang mengikatkan dirinya, adanya kecakapan untuk membuat suatu
perikatan, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika
syarat mengenai kesepakatan dan kecakapan (syarat subyektif) tidak
dipenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan, maksudnya
perjanjian tetap ada sampai adanya keputusan dari hakim. Sedangkan
jika syarat mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal
(syarat obyektif) tidak dipenuhi, maka suatu perjanjian batal demi

hukum maksudnya sejak awal dianggap tidak ada perjanjian.

=
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2. Pengertian Jual Beli Tanah

Berdasarkan Burgelijk Weatboek Pasal 1457, Jual beli yang
dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa
perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik
antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang
dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik
baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau levering.®

Dalam hal jual beli benda tidak bergerak, jual beli telah dianggap
terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar.
Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum
lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu
peraturan lain lagi.

Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata
terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu perjanjian jual belinya dan penyerahan
haknya, keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun
hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan akta notaris, tapi
kalau hal yang kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut
masih tetap hak milik penjual.

Jual beli tanah dalam hukum adat dan UUPA mempunyai
pengertian yang sama, berdasarkan UUPA Pasal 5 maka pengertian

jual beli tanah hak milik menurut UUPA tidak lain adalah pengertian jual

Optimization Software:
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beli menurut huku adat.* Menurut hukum adat jual beli tanah adalah
suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai,
terang berarti perbuatan pemindahan hak tersebut harus dilakukan di
hadapan kepala adat, yang berperan sebagai pejabat yang
menanggung keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak
tersebut, sehingga perbuatan tersebut diketahui oleh umum. Tunai
maksudnya, bahwa perbuatan pemindahan hak dan pembayaran
harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai
mungkin harga dibayar secara kontan, atau dibayar sebagian (tunai
dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka
penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah, akan

tetapi atas dasar hukum utang piutang.’

3. Syarat-syarat Jual Beli Tanah

Syarat-syarat dalam perbuatan hukum terhadap pengalihan hak

atas tanah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:®

a. Syarat Materiil
Syarat materiil sangat menentukan akan sahnya jual beli tanah

tersebut, antara lain sebagai berikut:

1) Penjual adalah orang yang berhak atas tanah yang akan

dijualnya.

> |
H'I Jr 010. Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya,Edisi 1, Cetakan
- Jakarta. Sinar Grafika. hal.149.
2

, Peran PPAT Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, http://erzaputri.blogspot.com.
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a) Harus jelas calon penjual, ia harus berhak menjual
tanah yang hendak dijualnya, dalam hal ini tentunya si
pemegang yang sah dari hak atas tanah itu yang
disebut pemilik.

b) Dalam hal penjual sudah berkeluarga, maka suami
isteri harus hadir dan bertindak sebagai penjual,
seandainya suami atau isteri tidak dapat hadir maka
harus dibuat surat bukti secara tertulis dan sah yang
menyatakan bahwa suami atau isteri menyetujui
menjual tanah.

c) Jual beli tanah yang dilakukan oleh yang tidak berhak
mengakibatkan jual beli tersebut batal demi hukum.
Artinya sejak semula hukum menganggap tidak pernah
terjadi jual beli.

Dalam hal yang demikian kepentingan pembeli sangat dirugikan,
karena pembeli telah membayar harga tanah sedang hak atas tanah
yang dibelinya tidak pernah beralih kepadanya. Walaupun penjual
masih menguasai tanah tersebut,namun sewaktu-waktu orang yang

berhak atas tanah tersebut dapat menuntut melalui pengadilan.

2) Pembeli adalah orang yang berhak untuk mempunyai hak

atas tanah yang dibelinya. Hal ini bergantung pada

subyek hukum dan obyek hukumnya. Subyek hukum

adalah status hukum orang yang akan membelinya,
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3)

sedangkan obyek hukum adalah hak apa yang ada pada
tanahnya. Misalnya menurut UUPA vyang dapat
mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara
Indonesia dan badan-badan hukum yang ditetapkan oleh
peraturan perundang-undangan. Apabila hal ini dilanggar
maka jual beli batal demi hukum dan tanah jatuh kepada
Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain
yang membebaninya tetap berlangsung serta semua
pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat
dituntut kembali.

Tanah yang bersangkutan boleh diperjual belikan atau
tidak dalam sengketa. Menurut UUPA hak-hak atas tanah
yang dapat dijadikan obyek peralihan hak adalah:

a) Hak Milik

b) Hak Guna Usaha

c) Hak Guna Bangunan

d) Hak Pakai

b. Syarat Formil

Optimization Software:

www.balesio.com

Setelah semua persyaratan materiil tersebut terpenuhi, maka
dilakukan jual beli dihadapan PPAT. Dalam pelaksanaan jual
beli yang dibuat olen PPAT hal-hal yang harus diperhatikan

adalah:
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Pembuatan akta tersebut harus dihadiri oleh para pihak
yang melakukan jual beli atau kuasa yang sah dari
penjual dan pembeli serta disaksikan oleh 2 (dua)
orang saksi-saksi yang memenuhi syarat sebagai
saksi.

Akta dibuat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar,
yaitu lembar pertama sebanyakl (satu) rangkap
disimpan oleh PPAT yang bersangkutan dan lembar
kedua sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan
kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan
pendaftaran dan kepada  pihak-pihak  yang
berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Setelah akta tersebut dibuat, selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta
yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta
yangdibuatnya berikut dokumen-dokumen yang
bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk
didaftar dan PPAT wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis mengenai telah
disampaikannya akta tersebut kepada para pihak

yang bersangkutan.

15



4. Tata Cara Jual Beli Tanah

Sebelum kita membeli sebidang tanah, maka kiranya perlu
dilakukan secara hati-hati, dikarenakan banyaknya terjadi hal-hal yang
bersifat kurang menguntungkan dikemudian harinya bagi pembeli,
misalnya tanah dalam keadaan sengketa ataupun tanahterletak dalam
lokasi daerah yang terkena penertiban dan sebagainya.

Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dari jual beli tanah,
yaitu penjual dan pembeli. Untuk penjual terdapat beberapa hal yang
perlu diperhatikan dalam melakukanjual beli tanah. Hal pertama yang
harus dalam melakukan jual beli tanah adalah, calon penjual harus
berhak menjual tanah tersebut, atau dengan kata lain si penjual adalah
pemegang hak yang sah dari hak atas tanah itu.

Apabila pemegang hak hanya satu, maka ia berhak untuk
menjual sendiri tanah itu, tapi jika pemegang hak atas tanah tersebut
terdiri dari dua orang atau lebih, maka yang berhak menjual tanah itu
adalah semua pemegang hak itu secara bersama-sama tidak boleh
hanya seorang saja yang bertindak sebagai penjual jual beli tanah yang
dilakukan oleh orang yang tidak berhak adalah batal demi hukum,
artinya semula hukum menganggap tidak pernah terjadi jual beli, Dalam
hal demikian maka kepentingan pembeli sangat dirugikan.

Hal kedua adalah, apakah penjual berwenang untuk menjual,

terjadi bahwa seseorang berhak atas suatu hak atas tanah

api orang itu tidak berwenang menjualnya kalau tidak dipenuhi
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syarat tertentu, misalnya tanah tersebut milik anak dibawah umur atau
milik seseorang yang berada dibawah pengampuan.

Jika suatu jual beli tanah dilakukan tetapi ternyata yang menjual
tidak berwenang menjual atau sipembeli tidak berwenang membeli,
walaupun di penjual adalah berhak atas tanah itu atau si pembeli
berhak membeli, maka akibatnya jual beli itu dapat dibatalkan oleh
pihak-pihak yang berkepentingan, lagi pula Kantor Pendaftaran Tanah
akan menolak pendaftaran jual beli itu.”

Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah, apakah penjual boleh
menjual tanah yang akan dijadikan obyek jual beli. Seseorang mungkin
berhak menjual sebidang tanah juga orang tersebut berwenang
melakukan penjualan tetapi dia tidak atau belum boleh menjual tanah
itu. Misalnya seseorang mempunyai tanah bekas Hak Barat atau tanah
bekas Hak Indonesia yang pernah didaftar atau Hak Milik menurut
UUPA, tetapi belum terdaftar pada kantor pertanahan atau sertipikatnya
hilang, maka orang tersebut belum boleh menjual tanah itu, ia harus
mengurus dan memperoleh sertipikatnya terlebih dahulu setelah itu
baru boleh dijual.

Hal keempat adalah, apakah penjual atau pembeli bertindak
sendiri atau sebagai kuasa Penjual/Pembeli mungkin bertindak sendiri

atau selaku kuasa. Baik penjual/pembeli bertindak sendiri maupun

kuasa, identitasnya harus jelas. Kalau penjual/ pembeli adalah

Perangin. 1987. Praktek Jual Beli Tanah. Jakarta. Rajawali Pers. hal. 4.
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orang (manusia), maka identitas itu adalah nama, umur (tanggal
lahir),kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal. Semua itu dapat
dibaca dalam Kartu Tanda Penduduk atau Passpor.

Apabila penjual/ pembeli adalah badan hukum, maka
identitasnya adalah nama,bentuk badan hukumnya, kedudukan badan
hukum, pengurus- pengurusnya Semua itu dapat diketahui anggaran
dasar/ peraturan perundagan pembentukkannya. Dalam hal
penjual/pembeli bertindak melalui kuasa, maka surat kuasakhusus
untuk menjual harus ada. Kuasa umum yang menurut lazimnya hanya
untuk melakukan pengurusan tidak berlaku untuk menjual. Kuasa itu

harus tegas untuk menjual tanah yang akan dijual itu.

Persiapan-persiapan yang dilakukan dalam jual beli tanah ya
berupa:

1. Melakukan penelitian terhadap surat-surat yang
menyangkut tanah yang akan menjadi objek jual beli
tanah

2. Melakukan kesepakatan tentang tanah dan harga.

3. Pelaksanaan pemindahan atas hak tanah dengan akta
jual beli dilakukan di hadapan PPAT.

4. Melakukan pendaftaran hak untuk memperoleh sertipikat
dan pejabat yang berwenang.

PDF !
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C. Tinjauan Umum Tentang Pemecahan, Pemisahan, Dan
Penggabungan Bidang Tanah
Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan
pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftran
tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum.
Perubahan data fisik dapat berupa:
1. Pemecahan bidang tanah
2. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang
tanah
3. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah
1. Pemecahan Sertipikat Tanah
Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang
tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi
beberapa bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru
dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.
Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang
berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak boleh bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan
kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan.

Oleh kerena itu pemecahan tanah itu hanya boleh dilakukan setelah

N persetujuan tertulis dari kreditor atau pihak lain yang berwenang

jui penghapusan beban lain yang bersangkutan sehingga beban
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yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam hal hak tersebut
dibebani hak tanggungan, hak tanggungan yang bersangkutan tetap
membebani bidang-bidang hasil pemecahan itu.

Dalam hal tanah yang ingin dipecah adalah tanah pertanian, maka
diwajibkan untuk memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaan pemecahan sertipikat dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan,
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dapat
dilimpahkan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuknya.

2. Pemisahan Sebagian Atau Beberapa Bagian Dari Bidang Tanah

Atas permintaan pemegang hak, dri satu bidang tanah yang sudah
didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian yang
selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang
sama dengan bidang tanah semula.

Dalam pemisahan bidang tanah, bidang tanah yang luas di ambil
sebagian yang menjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah
induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai
luas dan batasnya. Istilah yang digunakan adalah “pemisahan”, untuk
membedakannya dengan apa yang di sebut sebagai “pemecahan”.

Untuk satuan bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur,

buku tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada

ndaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, dn sertipikat
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bidang tanah semula di bubuhkan catatan mengenai telah diadakannya
pemisahan tersebut.

Atas permintaan pemegang hak atas tanah dari suatu bidang tanah
yang telah didaftar dapat dilakukan pemisahan sebagian/beberapa bagian
dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut

dilakukan dan melampirkan :

Serifikat hak atas tanah induk ;

— Identitas pemohon ;

— Persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila
hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak
Tanggungan ;

— Surat kuasa tertulis apabila permohonan diajukan bukan
oleh pemegang hak.

Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah yang dipisahkan
dilaksanakan pengukuran. Status hukum bidang atau bidang-bidang tanah
yang dipisahkan adalah sama dengan status bidang tanah induknya, dan
untuk pendaftarannya diberi nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku
tanah dan sertipikat tersendiri.

Catatan mengenai adanya hak tanggungan dan beban lain yang
ada pada buku tanah dan sertipikat hak atas bidang tanah induk di catat

pada buku tanah dan sertipikat hak atas bidang tanah yang dipisahkan.

@'I endaftaran pemisahan bidang tanah, surat ukur, buku tanah dan
1240
H.

t yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula telah
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dikurangi bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan
nomor haknya ditambhakna kata “sisa” dengan tinta merah sedangkan
angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang
dipisahkan. B inilah cirri-ciri sertipikat induk hasil pemisahan hak atas
tanah.

Dalam buku tanah dan sertipikat hak atas bidang tanah induk
dicatat adanya pemisahan dimaksud pada kolom yang telah disediakan
yang menyebutkan secara rinci masing-nasing bidang yang dipisahkan.
Pencatatan pemisahan bidang tanah dikerjakan juga dalam daftar-daftar
lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan
menghapus gambarn bidang tanah asal diganti dengan gambar bidang-
bidang tanah yang dipisahkan yang beri nomor-nomor hak tas tanah dan

nomor surat ukurnya masing-masing.

3. Penggabungan Dua Atau Lebih Bidang Tanah
Atas permintaan pemegang hak, dua bidang tanah atau lebih yang
sudah didaftar dan letaknya perbatasan yang kesemuanya atas nama
pemilik yang sama dgapat digabung menjadi satuan bidang baru, jika
semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu
yang sama.
Untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku

tanah. dan sertipikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan

o t masing-masing. Jika dua bidang tanah hak atau lebih yang telah

dengan status dan pemegang hak yang sama dan letaknya
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berbatasan akan digabungkan, maka permohonan penggabunagn
disampaikan oleh pemegang hak atau kuasanya untuk kepentingan apa
penggagabungan tersebut dilakukan dan melampirkan :
— Sertipikat-sertipikat atas bidang-bidang tanah yang akan
digabung
— Identitas pemohon
Penggabungan bidang-bidang tanah hanya dapat dilakukan apabila
tidak ada catatan mengenai beban hak tanggungan atau beban lainnya
pada hak atas bidang-bidang tanah yang akan digabung. Sementara
status hukum bidang hasil pemnggabungan adalah sama dengan status
bidang-bidang tanah yang digabung dan untuk pendaftarannya diberi
nomor hak dan dibuatkan surat ukur, buku tanah, dan sertipikat baru.
Pendaftaran penggabungan bidang-bidang tanah dilakukan dengan
menyatkan tidak berlaku lagi surat ukur, buku tanah, dan sertipikat hak
atas bidang-bidang tanah yang digabugkan dan membuat surat ukur, buku
tanah, dan sertfikat baru untuk bidang tanah hasil penggabungan.
Pada masing-masing surat ukur, buku tanah, dan sertipikat hak
atas bidang-bidang tanah yang digabung di cantumkan catatan dengan

kalimat sebagai berikut : “ tidak berlaku lagi karena haknya sudah
dibukukan sebgai hak ats bidang tanah bhasil penggabungan dengan

tanah hak nomor ..../... ... , yaitu Hak ... ... Nomor ... s/d .... (lihat surat

(u tanah nomor .. ..), yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor
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Pertanahan atau pejabat yang ditubjuk berikut cap dinas Kantor
Pertanahan.

Kepala kantor pertanahan diberi kewenangan untuk memberi
penetapan yang diperlukan untuk penyusuaian jangka waktu
sebagaimana disebutkan diatas, dengan memberikan catatan seperlunya

dalam buku tanah dan sertipikat serta daftar umum lainnnya.

C. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
1. Pengertian PPAT

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang
dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat
Umum vyang diberi kewenangan untuk membuat akta - akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun.

Selain itu dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda - Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah dijelaskan bahwa yang disebut dengan PPAT adalah
pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta
pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah dan akta
pemberi kuasa pembebanan hak Tanggungan menurut Peraturan

Perundang - undangan yang berlaku.

™~ ejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang

kewenangan untuk membuat akta - akta tanah tertentu
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sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang
bersangkutan, yaitu akta pemindahan dan pembebanan hak atas tanah
dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan akta pemberian kuasa
untuk Hak Tanggungan.®

PPAT mempunyai tugas yang penting dan strategis dalam
penyelenggaraan pendaftaran tanah yaitu membuat akta peralihan hak
atas tanah.Tanpa bukti berupa akta PPAT, para kepala Kantor
Pertanahan dilarang mendaftar perbuatan hukum yang bersangkutan.’
Demikian juga menurut PP No.24 Tahun 1997 menghendaki perjanjian
jual beli tanah harus dibuat dalam bentuk akta autentik yang dibuat
dihadapan pejabat yang berwenang yakni PPAT.*® Orang yang melakukan
jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat
mendapatkan sertipikat.™

Akta PPAT merupakan salah satu sumber data bagi pemeliharaan
data Pendaftaran Tanah.?Maka wajib dibuat sedemikian rupa sehingga
dapat dijadikan dasar yang kuat untuk pendaftaran pemindahan dan
pembebanan hak yang bersangkutan. Oleh karena itu, PPAT bertanggung
jawab untuk memeriksa syarat-syarat sahnya perbuatan hukum yang

bersangkutan.™

- krsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta. Djambatan. hal. 486.
rsono,2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta. Djambatan hal. 478.

| 1D ' Sutedi.2014. Sertipikat Hak Atas Tanah. Jakarta. Sinar Grafika. hal.127.
. 127.

Sutedi, Opcit, hal. 143.

. 143.
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Fungsi Akta PPAT yang dibuat oleh para pihak melalui Pejabat
Umum ini dibuat sebagai bukti, bahwa benar telah dilakukan perbuatan
hukum para pihak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),
PPAT dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
2) PPAT Sementara.

3) PPAT Khusus.

2. Dasar Hukum yang berhubungan dengan PPAT
1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria
Ketentuan PPAT diatur dalam Pasal 19 Undang Undang nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria yang
menyatakan bahwa :

a) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

b) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :

1. Pengukuran, perpetaan dan pembukaan tanah;

2. Pendaftaran hak - hak atas tanah dan peralihan hak —

| r;'-ip | hak tersebut;
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c)

d)

3. Pemberian surat - surat tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.
Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat
keadaan Negara dan Masyarakat, keperluan lalu - lintas
sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya,
menurut pertimbangan Menteri Agraria.
Dalam Peraturan pemerintah diatur biaya - biaya yang
bersangkutan dengan yang tidak mampu dibebaskan dari
pembayaran biaya - biaya tersebut, dalam Peraturan
tersebut PPAT berfungsi sebagai pembuat akta yang
bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan hak
baru atau membebankan hak atas tanah, dalam rangka

pendaftarannya.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan

dengan Tanah.

PPAT sebagai pejabat umum yang ditegaskan dalam Pasal 1

angka 4 Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas tanah beserta benda - benda yang berkaitan dengan

tanah disebutkan bahwa : “Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya

dicahiit

Optimization Software:
www . balesio.com

PPAT, adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk

it akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas

27



tanah, dan akta pemberian kuasa pembebanan Hak Tanggungan
menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku”.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
tersebut memberikan ketegasan bahwa PPAT adalah pejabat umum dan
berwenang membuat akta otentik. Akta otentik yang dimaksud menurut
Pasal 1868 Burgelijk Weatboek adalah :

‘suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang
ditetapkan oleh Undang - Undang, dibuat oleh atau dihadapkan
pejabat umum yang berkuasa untuk di tempat di mana akta
dibuatnya”.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah
Pengaturan tentang PPAT dalam PP Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dituangkan dalam Pasal 37 menegaskan
bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun
melalui jual - beli, tukar - menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan
dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang
dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

= eraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
L Pejabat Pembuat Akta Tanah, ini merupakan landasan yuridis

ran tentang PPAT di Indonesia. Pasal 1 disebutkan bahwa :
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‘PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk
membuat akta - akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu
mengenai Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun”.

PPAT sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik
peralihan hak atas tanah diangkat dan diberhentikan oleh menteri yang
bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan. Segala hal yang
menyangkut tugas dan wewenang PPAT ditegaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah yang dituangkan pada tanggal 5 Maret 1998
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3746).

Akta yang dibuat PPAT sebagai pejabat umum merupakan akta
otentik. PPAT sebagai pejabat umum vyang bertugas di bidang
pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah, yang dimaksud
adalah:

a) Notaris;

b) Camat (penunjukan sebagai PPAT sementara);

c) Kepala Kantor Pertanahan (penunjukan sebagai PPAT khusus);

5) Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah

eraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
| ' : naan PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

t Akta Tanah adalah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri
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Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat

Akta Tanah.

3. Tugas Pokok dan Kewenangan PPAT
Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997
menetapkan bahwa :

‘Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan untuk
melaksanakan kegiatan - kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah
ini dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) ini hanya disebutkan kegiatan - kegiatan tertentu,
tidak disebutkan secara tegas kegiatan - kegiatan apa dalam pendaftaran
tanah yang menjadi tugas PPAT untuk membantu kepala kantor
pertanahan Kabupaten/Kota.

Tugas pokok PPAT dalam membantu pelaksanaan pendaftaran
tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, yaitu :

1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan
pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti
telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai

hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah

— Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran
H"“ b _ perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan

oleh perbuatan hukum itu.
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2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah sebagai berikut :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)

Jual beli;

Tukar Menukar;

Hibah;

Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);
Pembagian hak bersama;

Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas
tanah Hak milik;

Pemberian Hak Tanggungan;

Pemberian kuasa membebankan Hak

Tanggungan

Kewenangan PPAT diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah, yaitu :

1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, seorang PPAT mempunyai kewenangan

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai

hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

yang terletak di daerah kerjanya.
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2) PPAT Khusus hanya berwenang membuat akta mengenai
perbuatan hukum yang disebut secara khusus dalam
penunjukannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

tanah menetapkan bahwa perbuatan hukum mengenai hak atas tanah

atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dibuktikan dengan akta

PPAT, yaitu :

1. Jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan, dibuktikan dengan akta PPAT diatur dalam
Pasal 37 ayat (1).

2. Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun karena penggabungan atau peleburan perseroan
atau koperasi yang didahului dengan likuidasi perseroan
atau koperasi yang bergabung atau melebur dibuktikan
dengan akta PPAT diatur dalam Pasal 43 ayat (2).

3. Pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, pembebanan Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Sewa untuk bangunan
atas Hak Milik dibuktikan dengan akta PPAT diatur dalam
Pasal 44 ayat (1).

4. Kewajiban PPAT

dapun Kewajiban PPAT sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45

In Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan
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Pelaksanaan Peraturan Pemeritah nomor 37 Tahun 1998 tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah :
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Menjunjung tinggi Pancasila, UUD 1945 dan Negara
Republik Indonesia.

Mengikuti pelantikan dan pengangkatan sumpah jabatan
sebagai PPAT.

Menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Kantor
Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menyerahkan Protokol PPAT dalam hal berhenti dari
jabatannya atau melaksanakan cuti.

Membebaskan uang jasa bagi yang tidak mampu.

Membuka kantor setiap hari kerja kecuali cuti atau hari libur
resmi.

Berkantor hanya di 1 kantor dalam daerah kerja sesuai
dengan keputusan pengangkatan PPAT.

Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, contoh
paraf dan teraan cap/stempel jabatannya kepada Kepala
Kantor Wilayah, Bupati/Walikota, Ketua Pengadilan Negeri
dan Kepala Kantor Pertanahan yang wilayahnya meliputi
daerah kerja PPAT.

Melaksanakan  Jabatannya secara nyata  setelah

pengambilan sumpah.
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10) Memasang papan nama dan menggunakan stempel yang
bentuk dan ukurannya ditetapkan oleh Kepala Kantor Badan

Pertanahan.

5. Akta PPAT
Akta PPAT menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah adalah :

“Akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya
perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun.”

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa :

“‘Bentuk, Isi dan cara pembuatan akta - akta PPAT diatur oleh
Menteri.”
Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah :
Pasal 21 ayat (1) :

“‘Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh
Menteri.”

Pasal 24 :
“Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan

akta PPAT diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
Pendaftaran Tanah.”

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan

| nomor 3 tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan

Optimization Software:
www . balesio.com

34



Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah : Pasal 96

ayat (1) :

“Bentuk - bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) dan cara
pengisiannya sebagaimana tercantum dalam lampiran 16-23, terdiri
dari:

Akta Jual Beli, Akta Tukar Menukar, Akta Hibah, Akta Pemasukan
Ke Dalam Perusahaan, Akta Pembagian Hak Bersama, Akta
Pemberian Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Guna
Bangunan/Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan.”

Pasal 96 ayat (2) :

‘Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95
ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menggunakan formulir
sesuai dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 96 ayat (3) :

“Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan pembuatan akta pemberian
hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat
(2) tidak dapat dilakukan berdasarkan akta yang pembuatannya
melanggar ketentuan pada ayat (2).”

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 23 tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional nomor 1 tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat

Pembuat Akta Tanah :

Pasal 51 ayat (1) :

= Blangko akta PPAT dibuat dan diterbitkan oleh Badan
]! b ertanahan Nasional Republik Indonesia.”

asal 51 ayat (2) :
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“Blangko akta PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diperoleh oleh PPAT, PPAT Pengganti, PPAT Sementara
atau PPAT Khusus.”

D. Tinjauan Umum tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Pada era 1960 sejak berlakunya Undang — Undang Pokok Agraria
(UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian
penguasaan dalam hal ini kelembagaan. Tentunya masalah tersebut
berpengaruh pada proses pengambilan kebijakan. Ketika dalam naungan
Kementerian Agraria sebuah kebijakan diproses dan ditindak lanjuti dari
struktur Pimpinan Pusat sampai pada tingkat Kabupaten, ketika dalam
naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen
Agraria.Disamping itu secara kelembagaan Badan Pertanahan Nasional
mengalami perubahan struktur kelembagaan yang rentan waktunya
sangat pendek.

Pada awal berlakunya UUPA, semua bentuk peraturan tentang
pertanahan termasuk Peraturan Pemerintah masih di keluarkan oleh
Presiden dan Menteri Muda Kehakiman. Kebijakan itu ditempuh oleh
pemerintah karena pada saat itu Indonesia masih mengalami masa
transisi. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan

aaldacal DalamPeraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun
PDF | dan Pertanahan Nasional menyelenggarakan tugas :

1. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan;
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. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan;

. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang

pertanahan;

. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang

pertanahan;

. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan

pemetaan di bidang pertanahan;

. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin

kepastian hukum;

. Pengaturan dan penetapan hak - hak atas tanah;

. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan

penataan wilayah - wilayah khusus;

. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau

milik negara/daerah bekerjasama dengan Departemen

Keuangan;

10.Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan

tanah;

11.Kerjasama dengan lembaga - lembaga lain;

12. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan

dan program di bidang pertanahan;

13. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan,;

14.Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara

dan konflik di bidang pertanahan;
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15.Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan;

16. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan;

17.Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya
manusia di bidang pertanahan;

18.Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan;

19.Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan
dengan bidang pertanahan;

20.Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara
orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

21.Fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut diatas,

Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi:
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1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan
Pertanahan Nasional.

2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran,
serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh
Indonesia.

3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah (land
tenureship).

4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah - daerah

korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
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. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa,

dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara

sistematis.

. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional

(SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen

pertanahan di seluruh Indonesia.

. Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat.

. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah

skala besar.

. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan

perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.

10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.

11.Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan

kebijakan pertanahan.

E. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa inggris

yaitu authority of theory, istilah yang digunakan dalam bahasa belanda,

yaitu theorie van het gezag, sedangakan dalam bahasa jermannya, yaitu

theorie der autoritat. Konsep teoritis tentang kewenangan menurut H.D.
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perolehn dan penggunaa wewenang pemerintahan oleh subjek hukum
publik di dalam hukum publik.**

Ada dua unsur terkandung dalam pengertian konsep kewenangan
yang disajikan oleh H.D. Stound, yaitu :

1. Adanya aturan hukum; dan
2. Sifat hubungan hukum.*

Sebelum kewenangan itu di limpahkan kepada institusi yang
melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang,
peratuan pemerintah, maupun aturan yang lebih rendah tingkatnya. Sifat
hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut
paut atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang
bersifat publik dan privat.*®

Selain kewenangan juga dikenal istilah wewenang, yaitu hanya
mengenai suatu bagian (onderdeel) tertentu dari kewenangan. Indroharto
menyajikan pengertian wewenang. Wewenang dalam arti yuridis adalah
suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku untuk menimbukan akibat-akibat hukum.*’

Sementara itu, pengertian kewenangan ditemukan dalam Black’s

law Dictionary. Kewenangan atau authority adalah :

— | rlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hokum Pada Penelitian Tesis
H'I 1) tasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.183
- .184

1185
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‘right to exercise powers; toimplement and endforce laws; to exact

obediens; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous

with power.'®

Dalam konstruksi ini kewenangan tidak hanya di artikan sebagai

hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga

diartikan:

6.

7.

. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

Ketaatan yang pasti.

Perintah

. Pengawasan

Memutuskan

Yuridiksi atau

Kekuasaan.

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan.

Kekuasaan merupakan:'® “kemampuan dari org atau golongan untuk

menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan,

kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik”.

Konstruksi kekuasaan dalam definisi ini, yaitu adanya kemampuan

untuk menguasai orang lain. Kemampuan untuk menguasai orang lain,

yaitu didasarkan pada :

1

. Kewibawaan

Kewenangan
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3. kharisma atau

4. kekuatan fisik.

Kewibawaan adalah menyangkut wibawa. Wibawa adalah
pembawaan atau kekuasaan untuk dapat menguasai dan mengetahui
orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpina
dan daya tarik. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang di punyai
untuk melakukan sesuatu. Kharisma adalah keadaan atau bakat yang
dihubungkan dengan kemempuan yang luar biasa dalam hal
kempemimpinan  seseorangunutk  membangkitkan rasa  kagum
masyarakat terhadap dirinya atau wibawa adalah atribut (sifat)
kepemimpinan atas kualitas kepribadian individu. Kekuatan fisik adalah
tenaga atau kekuasaan badan atau jasmani yang di punyai seseorang
pemimpin.

Max Webe membagi keweangan menjadi empat macam, yaitu

1. wewenang kharismatik, trdisional, dan rasional
2. wewenang resmi dan tidak resmi

3. wewenang pribadi dan territorial

4. wewenang terbatas dan menyeluruh.?°

Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan
pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yamg melekat

pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai

aan seseorang sejak lahir. Wewenang tradisionalmerupakan

0 soekanto. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
88.
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wewenang Yyang dapat dipunyai oleh seseorang ataukelompok
masyarakat trsdisional. Wewenang rasional, yaitu wewenang yang
didasarkan pada sitem hukum yamg berlaku dalam masyarakat.?*
Wewenang resmi sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan dan
rasional. Biasanya wewenang ini dapat di jumpai pada kelompok-
kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan
bersifat tetap. Sedangkan wewenang resmi merupakan hubungan-
hubungan yang timbul antar pribadi yang sifatnya situasional.?
Wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi atau kharisma.
Sedangkan wewenang teritoril merupakan wewenang dilihat dari wilayah
tempat tinggal. Wewenang terbatas adalah wewenang yang siftnya
terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sector atau bidang kehidupan.

Sedangkan wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak

dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertantu.?

2. Teori Kepastian Hukum
Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
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Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab
secara normatif, bukan sosiologi.**

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang
harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.?®

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan
dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan
logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir)
dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan
norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik
norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang
jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat

dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian

i Is Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, ,
: a. Laksbang Pressindo. hal.59

ahmud Marzuki.2008. Pengantar liImu Hukum. Jakarta. Kencana. hal158.
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dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara
factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau
adil bukan sekedar hukum yang buruk.?®

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian,
yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu
mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan
kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan
pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu
individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau
dilakukan oleh Negara terhadap individu.?’

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik
yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang
cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri,
karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan
aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar
menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu
diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu
aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan
hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan

keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.?®

sil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamabhit,
nus Istilah Hukum, Jakarta. hal. 385.

P iﬁ . Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari lImu Hukum. Bandung. PT Citra Aditya
- 3.

' | Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),
enerbit Toko Gunung Agung. hal. 82-83.
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Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang
berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus
sungguh-sungguh berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut
Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-
bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan
kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga
demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif
harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang
ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian
sesuai Pasal 1313 Burgelijk Weatboek serta hak dan kewajiban dalam
perjanjian sewa menyewa, menekankan pada penafsiran dan sanksi
yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak dapat memberikan kedudukan
yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para pihak yang
melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan
kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu
perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat
perjanjian tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang
dirugikan maka sanksi dalam suatu perjanjian/kontrak tersebut harus
dijalankan sesuai kesepakatan para pihak baik pihak penyewa maupun

pihak yang menyewakan.
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F. Kerangka Berfikir

“ANALISIS TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH
SEBAGIAN YANG DIBUAT SEBELUM MELAKUKAN
PEMECAHAN/PEMISAHAN SERTIPIKAT INDUK”

Kepastian hukum Akta jual beli Implikasi hukum terhadap Akta jual
yang di buat notaris/ppat terhadap beli tanah sebagian yang dibuat

tanah bersertifikat yang belum sebelum melakukan

dilakukan pemecahan/pemisahan pemecahan/pemishan terlebih dahulu.

1. Teori Kewenangan
2. Teori Kepastian Hukum

Terwujudnya Proses Pembuatan Jual Beli Tanah
Sebagian Yang Dibuat Sebelum Melakukan
Pemecahan/Pemisahan Sertipikat Induk
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G. Defenisi Operasional
1) Akta Jual Beli Tanah

Akta merupakan surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan,
pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang
dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh
pejabat resmi. Akta jual beli tanah merupakan suatu perbuatan hukum
yang berupa penyerahan objek hak atas tanah yang bersangkutan oleh
penjual kepada pembeli untuk selama-lamanya pada saat mana
pembeli menyerahkan harganya pada penjual, pembayaran harganya
dan penyerahan haknya dilakukan pada saat yang bersamaan

meskipun pembayarannya baru sebagian dihadapan PPAT.

2) Pemecahan Sertipikat Tanah

Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah
yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa
bagian, yang masing-masing merupakan satuan bidang baru dengan
status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Pemecahan
bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dan
tidak boleh mengakibatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
3) Pemisahan Sebagian Atau Beberapa Bagian Dari Bidang Tanah

Atas permintaan pemegang hak, dri satu bidang tanah yang sudah

PDE| dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian yang

nya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang
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sama dengan bidang tanah semula. Dalam pemisahan bidang tanah,
bidang tanah yang luas di ambil sebagian yang menjadi satuan bidang
baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah
identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya. Istilah yang digunakan
adalah “pemisahan”, untuk membedakannya dengan apa yang di sebut

sebagai “pemecahan”.

4) Penggabungan Dua Atau Lebih Bidang Tanah

Atas permintaan pemegang hak, dua bidang tanah atau lebih yang
sudah didaftar dan letaknya perbatasan yang kesemuanya atas nama
pemilik yang sama dgapat digabung menjadi satuan bidang baru, jika
semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu

yang sama.

5) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat
akta - akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas
tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang menjadi PPAT
disini adalah Notaris atau mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional
setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan

Nasional.

6) PPAT Sementara.
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PPAT Sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena
jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta

PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT.

7) PPAT Khusus.

PPAT Khusus adalah Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang
ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan
membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program
atau tugas pemerintah tertentu. PPAT Khusus hanya berwenang
membuat akta mengenai perbuatan hukum yang disebut secara khusus

dalam penunjukannya.

" i
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